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ABSTRAK 

Mediasi di Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan menurut ketentuan 

PERMA No 1 Tahun 2016, tetapi, praktik dan realitas di lapangan, pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Klaten dapat berjalan optimal dan efektif adalah 

mulai pada tahun 2022 dan 2023. Praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Klaten pada tahun 2022 dan 2023 memperoleh penerima anugerah 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama terbaik dalam melaksanakan 

mediasi, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 64,26% pada tahun 2023, 

dan tingkat keberhasilan 45,87% pada tahun 2022. Hal ini muncul dan terjadi 

perbedaan pada kebijakan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan 

Agama Klaten, karena pelaksanaan mediasi yang pada awalnya belum dapat 

berjalan optimal dan efektif hingga pada akhirnya dapat berjalan optimal dan 

menjadi penerima penghargaan sebagai pengadilan agama dengan tingkat 

keberhasilan terbaik dalam mediasi, padahal PERMA No 1 Tahun 2016 sudah 

dilaksanakan sejak disahkan. Berdasarkan pada hal tersebut permasalahan yang 

akan di analisis pada penelitian ini adalah mengenai kebijakan mediasi dari tahun 

ke tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan Agama Klaten, juga mengenai legal system theory Lawrence M. 

Friedman terhadap pelaksanaan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 hingga 

dapat memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Klaten.  

Penelitian ini menggunakan legal system theory Lawrence M. Friedman, 

yang berdasar pada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum 

(structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum 

(legal culture). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan metode analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data 

penyusun menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Klaten pada awalnya dilaksanakan oleh mediator hakim, kemudian seiring 

dengan berjalannya waktu dilakukan kerjasama dengan mediator non 

hakim/pegawai. Selain itu, tersedianya sarana prasarana Ruang Mediasi yang 

sudah representatif dan memenuhi standar, dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pelayanan mediasi yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Klaten. 

Hal tersebut menjadi kebijakan baru yang dilakukan dengan harapan mediasi 

kedepannya dapat berjalannya lebih efektif dan optimal. Menurut legal system 

theory Lawrence M. Friedman penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten yang mencakup pada 3 unsur 

sistem hukum, yaitu struktur hukum meliputi SDM, fasilitas pendukung, dan SOP, 

substansi hukum meliputi kewajiban pelaksanaan mediasi, fleksibilitas waktu 

mediasi, dan indikator keberhasilan mediasi, dan budaya hukum, meliputi 

kesadaran dan iktikad baik pihak, pendekatan psikologis dan kekeluargaan dalam 

mediasi, dan peran mediator dalam keberhasilan mediasi.  

Kata Kunci: Mediasi, Optimalisasi, PERMA No 1 Tahun 2016  
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ABSTRACT 

Mediation at the Klaten Religious Court is carried out according to the 

provisions of PERMA No 1 of 2016, however, the practice and reality in the field, 

the implementation of mediation at the Klaten Religious Court can run optimally 

and effectively starting in 2022 and 2023. The practice of implementing mediation 

at the Klaten Religious Court in 2022 and 2023 received the Supreme Court 

award as the best religious court in implementing mediation, with a mediation 

success rate of 64.26% in 2023, and a success rate of 45.87% in 2022. This 

appears and there is a difference in the policy of implementing PERMA No 1 of 

2016 in the Klaten Religious Court, because the implementation of mediation 

which initially could not run optimally and effectively until finally it can run 

optimally and become an award recipient as a religious court with the best success 

rate in mediation, even though PERMA No 1 of 2016 has been implemented since 

it was passed. Based on this, the problem that will be analysed in this research is 

the mediation policy from year to year after the implementation of PERMA No. 1 

of 2016 concerning mediation procedures at the Klaten Religious Court, as well as 

Lawrence M. Friedman's legal system theory on the implementation of the 

implementation of PERMA No. 1 of 2016 so that it can strengthen and optimise 

the implementation of mediation at the Klaten Religious Court.  

This research uses Lawrence M. Friedman's legal system theory, which is 

based on three main elements in the legal system, namely the structure of law, the 

substance of the law, and legal culture. This type of research uses field research 

with an empirical juridical approach, while the data analysis method used is 

descriptive analytic. In the data collection method, the authors used interviews, 

and documentation. 

The results showed that the implementation of mediation at the Klaten 

Religious Court was initially carried out by judge mediators, then over time 

cooperation with non-judge mediators / employees was carried out. In addition, 

the availability of Mediation Room infrastructure that is representative and meets 

the standards, and the Standard Operating Procedure (SOP) for mediation services 

approved by the Chairman of the Klaten Religious Court. This is a new policy 

carried out in the hope that future mediation can run more effectively and 

optimally. According to Lawrence M. Friedman's legal system theory, the 

implementation of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the 

Klaten Religious Court includes 3 elements of the legal system, namely legal 

structure including human resources, supporting facilities, and SOPs, legal 

substance including the obligation to implement mediation, flexibility of 

mediation time, and indicators of mediation success, and legal culture, including 

awareness and good faith of the parties, psychological and familial approaches in 

mediation, and the role of mediators in the success of mediation. 

  

Keyword: Mediation, Optimisation, PERMA No 1 of 2016 
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HALAMAN PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

“Barang siapa menanam, dia akan menuai” 

 

“Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada 

tujuannya)” 

 

“… Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

(Q.S Al-Baqarah/2 : 216)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam 

penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Ṡa Ṡ es  (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḣa Ḣ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W We و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء
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 Ya’ Y ye ي

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis sunnah سنة

 ditulis ‘illah علة

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة

 ditulis Islāmiyyah اسلامية

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya. 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib مقارنة المذاهب

 ditulis Surah al-Fātihah سورة الفاتحة

IV. Vokal Pendek 

1 ---  َ---  fatḥah ditulis a 
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2 ---  َ---  kasrah ditulis i 

3 ---  َ---  ḍammah ditulis u 

V. Vokal Panjang 

1 

Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān استحسان

2 

Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unśā انثى 

3 

Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis al-‘Ālwānī العلواني

4 

Ḍammah + wāwu mati ditulis û 

 ditulis ‘Ulûm علوم

VI. Vokal Rangkap 

1 

Fatḥah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis Ghairuhum غيرهم

2 

Fatḥah + wawu mati ditulis au 

 ditulis Qaul قول
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لإن شكرتم

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرأن

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi اهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mediasi menjadi pilihan dari beragam langkah penyelesaian perselisihan 

dan konflik (Alternative Dispute Resolution) berdasarkan pada prinsip win-win 

solution.1 Pelaksanaan mediasi memberikan fokus perhatian untuk para pihak 

dengan realita kepentingannya, urgensitas kepada perasaan dan kejiwaan, dan 

meluangkan pihak terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian sengketa.2 

Mediasi dilaksanakan bersama hadirnya mediator yang menjadi pihak independen, 

bersikap netral serta tidak memihak, untuk membersamai kedua pihak yang 

berkonflik.3 

Mahkamah Agung (MA) mengulas secara mendalam penerapan 

mekanisme perdamaian dalam proses peradilan, yang kemudian menghasilkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

Kemudian, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.4 PERMA 

 
1 Ahmad Gunaryo, dkk, “Mengelola Konflik Membangun Damai” (Jakarta Pusat: 

Kementrian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Kerukunan Umat Beragama) November 2017, 

hlm 46 

 
2 Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam 

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 

2022, hlm 64 

 
3 Ahmad Gunaryo, dkk, “Mengelola Konflik Membangun Damai” (Jakarta Pusat: 

Kementrian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Kerukunan Umat Beragama) November 2017, 

hlm 47-48 

 
4 Ibid, hlm 300 
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No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah buah perbaikan 

dari PERMA No 2 Tahun 2003.5 Selanjutnya, PERMA No 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan perbaikan dari PERMA No 1 Tahun 

2008, sebagai pembaruan tata kelola MA dalam mengarah pada visi mewujudkan 

peradilan Indonesia profesional, mediasi menjadi unsur penyokong utama.6 

Pada praktik dan realitas di lapangan, mediasi yang diterapkan proses di 

pengadilan masih belum mencapai tingkat yang direncanakan, kurangnya tingkat 

keberhasilan yang merata di semua pengadilan, bahkan secara umum keberhasilan 

mediasi rata-rata masih di bawah 10%.7 Hal ini dilatarbelakangi pada hambatan 

yuridis serta non yuridis pada regulasi dalam menjadikan mediasi adalah alternatif 

untuk menyelesaikan perkara.  

Minimnya keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tidak hanya 

disebabkan oleh kendala sebagai dampak dari kebijakan yang masih berkembang, 

tetapi juga karena lahirnya PERMA tentang mediasi belum sepenuhnya diiringi 

dengan pemenuhan instrumen pendukung yang sejalan dengan tujuan wajibnya 

mediasi.8 Kondisi seperti ini apabila terus berlanjut, tujuan awal dari kelahiran 

mediasi adalah untuk mengurangi perkara dan menciptakan peradilan yang murah 

 
5 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

 
6 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

 
7 Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam 

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 

2022, hlm 94 

 
8 Ibid  
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tidak dapat berjalan optimal, yang terjadi justru akan menambah panjang proses 

penyelesaian perkara.9 

Pada praktik proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten, ditemukan data 

bahwasanya MA tahun 2023, Pengadilan Agama Klaten menjadi pengadilan 

terbaik kategori pengadilan agama dengan beban perkara 2501-5000 dengan 

tingkat keberhasilan 64,26%.10 Selain itu, hakim mediator di Pengadilan Agama 

Klaten menerima anugerah sebagai mediator dengan keberhasilan terbaik pada 

kategori pengadilan agama.11 

Demikian juga tahun 2022, berdasarkan data Mahkamah Agung 

Pengadilan Agama Klaten menjadi penerima anugerah sebagai peringkat 5 

pengadilan terbaik kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001-2500 

dengan tingkat keberhasilan 45,87%.12 Selain itu, hakim mediator di Pengadilan 

Agama Klaten menerima anugerah sebagai mediator dengan tingkat keberhasilan 

peringkat 2 terbaik di pengadilan agama.13 

 
9 Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam 

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 

2022, hlm 88 

 
10 https://oldweb.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/560-pa-klaten-raih-peringkat-1-

nasional-pelaksanaan-mediasi-dari-mahkamah-agung-ri 

 
11 Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia,  

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-

_low.pdf  

 
12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022, 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%2

0235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf  

 
13 https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5364/anugrah-mahkamah-agung-2022-

apresiasi-dalam-rangka-tingkatkan-pelayanan-keadilan  

https://oldweb.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/560-pa-klaten-raih-peringkat-1-nasional-pelaksanaan-mediasi-dari-mahkamah-agung-ri
https://oldweb.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/560-pa-klaten-raih-peringkat-1-nasional-pelaksanaan-mediasi-dari-mahkamah-agung-ri
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf
https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5364/anugrah-mahkamah-agung-2022-apresiasi-dalam-rangka-tingkatkan-pelayanan-keadilan
https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5364/anugrah-mahkamah-agung-2022-apresiasi-dalam-rangka-tingkatkan-pelayanan-keadilan
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Pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Klaten, sejak dikeluarkannya 

PERMA terbaru tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mediasi 

dilakukan selaras dengan PERMA No 1 Tahun 2016.14 Namun, penerapan serta 

realitas lapangannya, mediasi di Pengadilan Agama Klaten dapat dilaksakan 

optimal serta selaras dengan harapan adalah mulai pada tahun 2022 dan 2023, 

dimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi mencapai ±46% pada tahun 

202215 dan ±64% pada tahun 202316, pun pelaksana mediasi (mediator) 

Pengadilan Agama Klaten juga mendapatkan penghargaan Mahkamah Agung 

pada kategori mediator dengan tingkat keberhasilan terbaik di pengadilan agama.  

Padahal, mediasi di Pengadilan Agama Klaten melaksanakan dan 

menerapkan PERMA yang sama sejak dikeluarkannya PERMA terbaru, yaitu 

PERMA No 1 Tahun 2016. Namun demikian, berdasarkan fakta, proses mediasi 

di Pengadilan Agama Klaten setelah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 pada 

tahun 2017 sampai 2021 dapat terbilang belum sepenuhnya berjalan optimal dan 

selaras dengan harapan. Sehingga dari itu, mediasi saat dilaksanakannya PERMA 

No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten muncul serta terjadi perbedaan, 

sebab proses mediasi yang pada awalnya belum bisa optimal serta selaras terhadap 

apa yang diharapkan hingga pada akhirnya dapat berjalan optimal dan menjadi 

 
14 http://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi/info-kesektariatan/lakip/242-laporan-

tahunan-2016 

 
15 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022, 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%2

0235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf 

 
16 Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia  

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-

_low.pdf  

http://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi/info-kesektariatan/lakip/242-laporan-tahunan-2016
http://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi/info-kesektariatan/lakip/242-laporan-tahunan-2016
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf
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penerima penghargaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama dengan 

tingkat keberhasilan terbaik dalam mediasi.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih pada 

proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis dalam linimasa histori, 

implementasi penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat 

hingga memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang 

diharapkan.  

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana uraian pada bagian latar belakang sebelumnya, penulis 

melaksanakan sebuah penelitian dengan merumuskan permasalahan yang akan di 

analisis, sebagai berikut:  

1. Bagaimana kebijakan pelayanan mediasi dari tahun ke tahun pasca penerapan 

PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama 

Klaten?  

2. Bagaimana penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 dapat memperkuat dan 

mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten ditinjau 

dari teori legal system Lawrence M. Friedman? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berlandaskan permasalahan yang sudah diuraikan, penyusunan 

penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk:  



6 
 

 
 

a. Mendeskripsikan kebijakan pelayanan mediasi dari tahun ke tahun pasca 

diterapkannya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan Agama Klaten 

b. Menganalisis penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 

Klaten berdasarkan pada teori legal system Lawrence M Friedman hingga 

pelaksanaan mediasi berjalan optimal sesuai yang diharapkan  

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian pada tesis ini memiliki harapan akan mendapatkan 

perolehan manfaat, baik kegunaan praktis ataupun kegunaan teoritis, yaitu:  

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini memiliki harapan dapat menghasilkan pengetahuan 

serta wawasan baru, untuk semua pihak yang memiliki kepentingan untuk 

lebih mendalami teknis proses mediasi dapat berjalan optimal di 

pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru 

yang ada. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini memiliki harapan bisa memberikan wawasan dan 

pengetahuan baru, baik untuk praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, 

maupun masyarakat pada umumnya dalam penerapan mediasi yang 

optimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terbaru yang 

ada. 
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D. Telaah Pustaka  

Penyusunan penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan pencarian 

terhadap tema atau topik serupa terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian 

tentang PERMA No 1 Tahun 2016 terhadap proses mediasi di pengadilan bukan 

hal baru sudah ada dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun riset 

yang dilaksanakan penulis mempunyai fokus berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilaksanakan, terdapat penelitian 

sebelumnya yang relevan terhadap judul penulis kategorikan berdasarkan 

penelitian pelaksanaan mediasi di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan mediasi. 

Penelitian tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, Nur Lina Afifah 

Litti17 menyatakan di Pengadilan Agama Jakarta level berhasilnya mediasi masih 

belum sesuai dengan harapan, hal ini karena kurangnya ketersediaan instrumen 

hukum yang mendukung individu bersengketa menentukan jalan yang efisien 

untuk mengakhiri sengketa dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap 

urgensi pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Agung Handi Priyatama18 

menyatakan di Pengadilan Agama Krui pelaksanaan mediasi tidak berjalan 

optimal, yang disebabkan rendahnya kesadaran mediasi oleh pihak berperkara 

karena masalah yang sudah klimaks, serta tidak ada niat baik dari individu dalam 

mengakhiri perkara lewat mediasi. Erik Sabti Rahmawati menyatakan 

 
17 Nur Lina Afifah Litti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, dkk, 

“Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur” 

Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023) : 227-246 

 
18 Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di 

Pengadilan Agama Krui” Tesis UIN Raden Intan Lampung (2022)  
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bahwasanya jika indikator berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Malang 

diukur dari pencabutan gugatan, maka tingkat keberhasilannya sangat rendah. 

Dari rata-rata 60 perkara yang dimediasi setiap bulan, hanya 1-2 perkara saja 

mencapai kesepakatan hingga berujung pada cabut gugatan.19 

Penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan mediasi, Tutun 

Zalsal Bella20 menyatakan bahwa pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan 

Agama Klaten sudah sesuai dengan aturan yang telah diatur pada PERMA Nomor 

1 Tahun 2016 dan mediasi dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan tersebut, 

karena belum tersedianya mediator non hakim, meskipun demikian telah banyak 

mendamaikan banyak perkara perceraian dengan profesional dan berhasil dengan 

strategi-strategi yang digunakan berdasarkan faktor permasalahan pada rumah 

tangga pihak. Muhammad Saifullah21 menyatakan bahwasanya efektivitas mediasi 

tidak sepenuhnya bergantung pada pelaksana penegak hukum, melainkan juga 

aturan hukum dan budaya hukum yang mendukung, penegak hukum dengan 

aturan hukum yang baik dan jelas, serta masyarakat yang patuh terhadap hukum. 

Febri Handayani22 menyatakan bahwasanya berhasilnya mediasi dapat diukur dari 

efektivitas pelaksanaannya, yang bergantung pada upaya serta kompetensi 

mediator hakim ketika menjalankan mediasi, termasuk kompetensi dalam hukum 

 
19 Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi bagi Para Pihak yang Berperkara di 

Pengadilan Agama Malang” De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah (2016) : 1-14 

 
20 Tutun Zalsal Bella, “Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Klaten” Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023) 

 
21 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah” Al-Ahkam (2015): 181-204 

 
22 Febri Handayani, Syafliwar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama” Jurnal Al-Himayah (2017): 227-250 
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formil dan materiil, serta pemahaman pada aspek psikologi. Farhan Asyhadi 

menyatakan bahwasanya efektivitas serta berbagai faktor yang berkontribusi 

terhadap keberhasilan proses mediasi. meliputi peraturan perundang-undangan 

berupa PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, faktor 

penegak hukum (hakim dan mediator), sarana/fasilitas mediasi, niat baik individu, 

dan komponen adat istiadat masyarakat.23 

Dari hasil telaah pustaka yang telah dilaksanakan, belum ada secara lebih 

rinci membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis 

linimasa sesudah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat 

dan memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan.  

E. Kerangka Teori  

Penelitian ini dianalisis dan disimpulkan menggunakan teori legal system 

Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menjadi suatu kesatuan antara peraturan 

primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa 

norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat 

diterapkan atau tidak. Teori ini menyatakan, bahwasanya keberhasilan serta 

efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem 

hukum, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of 

the law), dan budaya hukum (legal culture).  

Struktur merupakan salah satu fondasi utama serta unsur realita dari sistem 

hukum, sedangkan esensi menjadi unsur penting yang lain. Dalam praktiknya, 

sistem hukum diibaratkan sebagai suatu makhluk rumit sebagai struktur, 

 
23 Farhan Asyhadi, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Karawang” Jurnal Justisi Hukum Vol 4 No 1 (September 2019): 32-48 
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substansi, dan budaya hukum selalu berkaitan serta berhubungan satu sama lain.24 

Dalam konteks penelitian ini, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Klaten meliputi faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mediator hakim dan 

mediator non hakim/pegawai, fasilitas pendukung yaitu Ruang Mediasi 

representatif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten 

Struktur dan substansi hukum merupakan elemen realita pada keberadaan 

sistem hukum. Sistem hukum tidak berdiri sendiri atau terisolasi, melainkan 

sangat bergantung masukan eksternal. Tanpa adanya pihak berperkara, pengadilan 

tidak mungkin berfungsi, dan tanpa adanya permasalahan serta keinginan untuk 

menyelesaikan, tidak akan ada juga proses hukum berlangsung.25 Dalam konteks 

penelitian ini, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten meliputi 

kewajiban pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, 

fleksibilitas waktu mediasi yaitu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya 

penetapan perintah untuk melaksanakan mediasi yang dapat diperpanjang atas 

kesepakatan para pihak, dan indikator keberhasilan mediasi, yaitu mediasi 

berhasil, kesepakatan sebagian, dan mediasi tidak berhasil. 

Budaya atau kultur hukum mencerminkan sikap serta nilai sosial dalam 

suatu masyarakat. Lingkungan sosial memberi pengaruh hukum, merombak satu 

sisi, memperbaharui sisi lain, menghidupkan sebagian, dan meniadakan bagian 

lainnya. Kekuatan tersebut menentukan bagian mana dari hukum yang akan 

 
24 Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial” Terj. M.Khozim  

(Ujungberung, Bandung : Penerbit Nusa Media) Maret 2018, hlm 17 

 
25 Ibid, hlm 15-16 
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diterapkan, diabaikan, diubah, dipintas, atau dilewati, baik secara terbuka maupun 

tersirat. Namun, kekuatan sosial ini merupakan suatu abstraksi yang dalam sistem 

tidak bergerak dengan otomatis. Penduduk mempunyai permintaan serta desakan 

yang terkadang selaras dengan proses hukum, tetapi terkadang tidak, bergantung 

pada budaya hukum yang berkembang.26 Dalam konteks penelitian ini, bahwa 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten meliputi kesadaran dan iktikad 

baik para pihak, pendekatan psikologis dan kekeluargaan dalam mediasi, dan 

peran mediator dalam keberhasilan mediasi.  

Sistem hukum secara langsung mengatur pemberian imbalan atau sanksi. 

Hukum berfungsi untuk menjaga, merumuskan, serta membatasi, termasuk hukum 

membatalkan jenis kesepakatan tertentu. Selain itu, sistem hukum juga 

memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam memilih, memungkinkan 

mereka menentukan dengan siapa berinteraksi dan kapan menggunakan 

mekanisme hukum. Dalam konteks ini, hukum mencakup peraturan, keputusan 

kolektif, serta pedoman pelaksanaannya.27 

Teori yang telah diuraikan tersebut akan digunakan sebagai analisa 

bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis 

beberapa tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga mampu 

memperkuat serta memaksimalkan mediasi hingga berjalan sesuai yang 

diharapkan. Pendekatan teori legal system Lawrence M. Friedman menyatakan 

bahwasanya keberhasilan serta efektivitas penegakan hukum tergantung dari 3 

 
26 Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial” Terj. M. Khozim 

(Ujungberung, Bandung: Penerbit Nusa Media) Maret 2018, hlm 18 

 
27 Ibid, hlm 28 
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elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan 

budaya hukum, yakni struktur hukum (struckture of law), substansi hukum 

(substance of the law), serta budaya hukum (legal culture). Keberhasilan mediasi 

tidak sepenuhnya bergantung pada penegak hukum, melainkan pada keseluruhan 

sistem hukum. Sistem hukum bisa berfungsi secara benar apabila penerapan 

hukum jelas dan berkualitas serta masyarakat memiliki kepatuhan terhadap 

hukum. Jika faktor-faktor tersebut tidak berjalan selaras, sebagai implikasi tidak 

efisiennya penegakan hukum.28 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis merupakan metode 

penelitian kualitatif, yaitu memfokuskan pada pengamatan dan 

mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai 

penelitian lapangan dan didukung penelitian kepustakaan. Dalam 

menghimpun data, penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur/bahan 

pustaka terkait dengan tema penelitian, mengumpulkan dan mencari data 

langsung di lapangan, melakukan wawancara atau dialog langsung di 

Pengadilan Agama Klaten.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, dalam metode ini 

memberikan penjelasan dan menganalisis data hasil dari penelitian yang telah 

dilaksakan mengenai perolehan data di lapangan maupun temuan dari proses 

 
28 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah” Al-Ahkam (2015) : 181-204 
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wawancara dan dialog langsung dengan pihak terkait. Penjelasan berkaitan 

terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis linimasa 

setelah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat serta 

memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan 

dan analisis efektivitas penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut di 

Pengadilan Agama Klaten.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yuridis-empiris menjadi metode pendekatan yang dipilih 

oleh peneliti. Pendekatan yuridis merupakan metode penelitian hukum yang 

dilaksanakan melalui kajian literatur dengan menelusuri berbagai peraturan 

yang bersinggungan terhadap problematika permasalahan mediasi, yaitu 

PERMA No 1 Tahun 2016. Pendekatan Empiris adalah pendekatan yang 

menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung di 

lapangan, wawancara atau dialog langsung, dan fakta-fakta atau hasil yang 

telah diperoleh. 

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Acuan data yang paling utama pada penelitian ini merujuk pada 

fakta pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan di pengadilan serta 

wawancara langsung kepada mediator pengadilan, baik mediator hakim 

maupun non hakim yang sudah pernah menangani langsung perkara yang 

dimediasi, dan dialog bersama panitera muda hukum Pengadilan Agama 

Klaten. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada SEMA No 1 tahun 
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2002, PERMA No 2 Tahun 2003, PERMA No 1 Tahun 2008, PERMA No 

1 Tahun 2016, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Mediasi di Pengadilan Agama Klaten.  

b. Data Sekunder  

Penelitian ini merujuk beberapa data tertulis sebagai data sekunder, 

berupa buku-buku, artikel-artikel, dan referensi terkait, untuk melakukan 

analisa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten dalam 

pandangan teori legal system. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Wawancara  

Cara agar mampu memperoleh data melalui keterangan dan 

informasi secara langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan 

mengenai tema penelitian. Penulis melakukan wawancara dan dialog 

langsung bersama mediator non hakim dan panitera muda hukum di 

Pengadilan Agama Klaten pada Hari Selasa, 4 Februari 2025. 

b. Teknik Dokumentasi 

Data dihimpun dengan cara mempelajari beberapa sumber yang 

tersedia berupa dokumen, buku, artikel, gambar, dan yang lainnya, baik 

berupa laporan atau keterangan yang dapat mendukung tema penelitian. 

Penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan tema penelitian untuk 

melakukan analisa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Klaten dalam perspektif legal system.  
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6. Metode Analisis Data 

Metode kualitatif diterapkan pada penelitian ini sebagai proses analisis 

terhadap sumber primer serta sumber sekunder pada penelitian, data di 

lapangan, wawancara langsung, dan referensi/rujukan tertulis terkait dengan 

tema penelitian. Analisis terhadap penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Klaten secara historis dari tahun ke tahun pasca penerapan 

PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat dan memaksimalkan 

pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan, dengan 

kemudian data yang telah diperoleh ditinjau dari perspektif teori legal system. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ditulis dengan tujuan untuk memberikan susunan 

pembahasan yang terdapat pada penelitian tesis, pembahasan dan penjelasan 

ditulis secara sistematis menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab Pertama, yakni pendahuluan, bagian ini berfungsi sebagai fondasi 

konseptual yang mengarahkan jalannya penelitian. 

Bab Kedua, adalah mediasi menurut hukum positif di Indonesia, secara 

terperinci dari sub bab mediasi, pengertian, sifat proses, dan prinsip mediasi, 

mediasi pada peraturan perundang-undangan, sejarah perkembangan mediasi di 

Indonesia dan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

proses mediasi di pengadilan, ragam sengketa wajib menempuh mediasi, tempat 

penyelenggaraan, proses pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan mediasi. 

Bab Ketiga mengelaborasi praktik mediasi di Pengadilan Agama Klaten 

dengan menyajikan profil kelembagaan, termasuk cakupan yurisdiksi, struktur 
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organisasi, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi pengadilan. Bab ini juga 

mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi serta data pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Klaten selama tahun 2022 dan 2023. 

Bab Keempat berfokus pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di 

Pengadilan Agama Klaten, dengan membahas kebijakan penerapan PERMA 

tersebut dan menganalisis efektivitasnya menggunakan kerangka teori Legal 

System dari Lawrence M. Friedman. 

Bab Kelima merupakan bagian penutup, yang berisi penarikan 

kesimpulan dari temuan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan yang 

telah ditentukan dengan menyertakan beberapa  rekomendasi..  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten pada 

awalnya dilaksanakan oleh mediator hakim, kemudian seiring dengan 

berjalannya waktu dilakukan kerjasama dengan mediator non 

hakim/pegawai. Disahkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten menjadi pelengkap dari 

pelaksanaan dan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi. Selain itu, adanya dukungan fasilitas dari Pengadilan Agama 

Klaten, diantaranya tersedianya Ruang Mediasi yang sudah representatif, 

memenuhi standar, dan terdapat juga ruangan untuk melaksanakan proses 

kaukus.  

2. Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan Agama Klaten berdasarkan pada Teori Legal System Lawrence 

M. Friedman, yaitu struktur hukum (struckture of law) yang meliputi 

Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendukung, dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), substansi hukum (substance of the law) yang 

meliputi kewajiban pelaksanaan mediasi, fleksibilitas waktu mediasi, 

indikator keberhasilan mediasi, dan budaya hukum (legal culture) yang 

meliputi kesadaran dan iktikad baik pihak, pendekatan psikologis dan 

kekeluargaan dalam mediasi, dan peran mediator dalam keberhasilan 

mediasi. Bahwasanya dari data yang diperoleh, pelaksanaan mediasi di 



105 
 

 
 

Pengadilan Agama Klaten mengalami peningkatan efektivitas mediasi dari 

tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan sudah adanya upaya 

internal yang maksimal dari Pengadilan Agama Klaten dalam optimalisasi 

pelaksanaan mediasi. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan mediasi 

tersebut menggambarkan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Klaten yang semakin baik, terutama dengan adanya kerja sama 

dengan mediator non hakim/pegawai dan peningkatan keterampilan 

mediator dalam mengelola proses mediasi.  

B. Saran  

Penelitian yang telah dilakukan dalam wujud dari tulisan ini tentu saja 

tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan yang ada, seperti ruang lingkup 

dari penelitian, narasumber dan data yang terbatas dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Saran dan masukan dari penulis untuk kemungkinan yang 

dapat dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya dalam konteks 

penelitian yang sama diantaranya adalah ruang lingkup penelitian yang lebih 

luas dapat membawa hasil kepada hasil penelitian yang lebih kredibel dan 

lengkap, selain itu perlunya narasumber yang juga sebagai praktisi atau 

pelaksana terkait dari tema penelitian, sehingga data yang didapat bukan 

hanya teori, melainkan sesuai dengan apa yang terlaksana sebagaimana di 

lapangan.  
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